
Mengingat

BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADILTN

BI]PATI MADITIN.

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari

APBDesa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tdntang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Des4 dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengadaan

Barang / Jasa di Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang

Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun

1965;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telal diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang - Uridang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang

NOMOR 3? TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA
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Menetapkan

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Peng adaan BaranglJasa Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl/Jasa

Pemerintah Nomor 1 3 Tahun 201 3 tentang Pedomana Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MADILTN TENTANG TATA CARA

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Bupati adalah Bupati Madiun.

2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.

4. Unit Layanan Pengadaan adalah Unit Layanan Pengadaan Pemerintah

Kabupaten Madiun.

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang{asa Pemerintah yang

selanjutnya disebut LKPP, adalah lembaga Pemerintah yang bertugas

mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik lndonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenlgara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung

oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

dengan APBDesa adaiah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan

Pengadaan Barang[asa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun

)
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melalui penyedia barang/j asa.

1 1 . Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang

menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi./jasa

lainnya.

12. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh

Tim Pengelola Kegiatan.

13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim

yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa,

terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga

Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah

Desa dalam memberdayakan masyaralat Desa.

15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupirn tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakal atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

16. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik

lainnya.

17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan

adanya olah pikir (brainware).

18. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu

yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata

kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain

Jasa Konsultalisi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan

Barang.

BAB II

MAKSUDDANTUruAN

Pasal2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah

Desa dalam pengadaan barang/j asa.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam pengadaan

barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan

sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
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BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam
Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. prinsip dan etika pengad aan buangljasa;
b. pelaksanaanpengadaan barang/jasa;

c. pengadaan barang/jasa melalui swakelola;

d. pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;

e. pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang/jasa; dan
f. pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.

BAB IV

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

(1) Prinsip pengadaan barang/jasa adalah :

a efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan

sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas
yang maksimum;

b efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasarari yang telal ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besamya;

c transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai

pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas

oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
d pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus

dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk
dapat mengelola pembangunan desa;

e gotong royong yaitu penyediaan tenaga ke{a secara cuma-cuma
oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di
desa;

f akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan
dan ketentr.Ihn yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga

dapat dipertanggungiawabkan.

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah

kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1) Pada prinsipnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara

swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari

wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan

melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas

kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat;

(2) Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola' baik sebagian

maupun keseluruhan, pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh

penyedia barang/jasa yang dianggap mampu'

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhan4 yaitu pekerjaan

konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat'

tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola'

Pasal 6

(1) Pelaksana pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh TPK yang

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan'

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari unsur Perangkat

Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa'

(3) Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah

ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9

(sembilan) orang dengan susunan:

a. Ketua;
b. Seketaris; dan

c. Anggota.

(4) Bendahara Desa tidak diperbolehkan menjadi anggota TPK'

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia

barang/jasa oleh TPK meliputi kegiatan:

persiapan;

pelaksanaan;

pengawasan;

penyerahan;

pelaporan;

pertanggungj awaban.

a

b

c.

d.

e.

f.
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RABVI

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 8

(l) TPK wajib menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

Swakelola.

(2) Dokumen RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat :

a. jadwal pelaksanaan Pekerjaan;

b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;

c. gambar rencana kerja rurtuk pekerjaan konstruksi;

d. spesifikasi teknis apabila diperlukan; dan

e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran BiayalRAB)'

(3) Contoh Dokunien RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam LamPiran II KePutusan ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

(l) Pelaksanaan kegiatan tlilakukan berdasarkan RPK melalui swakelola'

(2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk

mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan

cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap

mampu oleh TPK ( Contoh tercantum pada Lampiran I huruf B

angka 1 ).

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

a wajib ditunjuk satu orang sebagai penanggung jawab teknis

pelaksanaan Pekerj aan;

b dapat dibantu oleh pekeda tenaga terampil (tenaga tukang dan/atau

mandor).

(4) Penanggung jawab teknis sebagaimara dimaksud pada ayat (3) huruf a

dapat berasal dari :

a. anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis

kegiatan/pekerjaan serta berlatar belakang pendidikan teknis

konstruksi; dan/atau

b. personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait atas usulan TPK'

(5) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan

6
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(1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung

pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa

secara langsung di Desa' ( Contoh tercantum pada Lampiran I huruf B

angkaldan2).
(2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki

tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu' tukang kalu' dan

sej enisnYa.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (2)' penyedia

barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga

ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan'

swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan

pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa'

BAB VII

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Ketentuan

Pasal 10

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 1 1

(1) TPK wajib menl'usun dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa (RPPBJ)'

(2) Dokumen RPPBJ sebagaimana

memuat :

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat

atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;

b. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau

ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;

c. spesifikasi teknis barang/jas a danlatau gambar (apabila diperlukan);

dan

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja'

f
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(3) Contoh Dokumen RPPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

(1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah).

(2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp'50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000'000,00 (dua ratus juta

rupiah).

(3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp' 200.000'000,00 (dua

ratus juta rupiah).

Paragraf I

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan

Rp.50.000.000,00 -(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;

b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK

dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;

c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia

barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan

d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur

pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Puagraf 2

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia barang/jasa;

b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis

dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa

(rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan

/"&{



satuan);

c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi

daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup

pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawa.r dengan penyedia

barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan

e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,

faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
(2) TPK mengundang dan meminta penawaran secara tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk format sebagaimana

contoh yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
(3) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawamn tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk format sebagaimana

contoh yang tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
(4) TPK memberikan undangan negosiasi atau tawa.r menawar kepada

Penyedia Barafg/jasa dalam bentuk format sebagaimana contoh yang

tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
(5) Negosiasi atau tawar menawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dituangkan pada Berita Acara Negosiasi atau Tawar Menawar

dalam bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam

Lampiran VII Keputusan ini.

Paragraf 3

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah)

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis

dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri

daftar baratgljasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup

pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi

daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup

pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang

memasukkan penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :

1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan

dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan;

/tuf
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2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jas4 maka TPK tetap

melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar

kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis

tersebut

3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK

membatalkan proses pengadaan.

e. apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses

pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

f. negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 dan angka

2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;

g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua

TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi paling kurang :

1. tanggal dan tempat dibuatnya pe{anjian;

2. ruang lingkup pekerjaanl

3. nilai pekerjaan;

4. hak dan kewajiban para pihak;

5. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

6. ketentuan keadaan kahar; dan

7. sanksi.

(6) TPK mengundang dan meminta penawaran secara tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk format sebagaimana contoh yang

tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

(7) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran terhrlis sebagaimana

dimaksud pada'ayat (1) dalam bentuk format sebagaimana contoh yang

tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

(8) TPK memberikan undangan negosiasi atau tawar menawar kepada

Penyedia Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran VI
Keputusan ini.

(9) Negosiasi atau tawar menawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan pada Berita Acara Negosiasi atau Tawar Menawar dalam

bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam

Lampiran Vll Kepurusan ini.

(10)TPK menyampaikan Surat Persetujuan Penawaran Harga kepada

penyedia barutgljasa setelah didapat barang /jasa yang memenuhi

syarat dari hasil penilaian, negosiasi dan tawar menawar dalam bentuk

format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran VIII
Keputusan ini.

lr
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(1l)Contoh Bentuk format Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum

dalam Lampiran lX Keputusan ini.

Bagian Keempat

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 16

(l) Perubahan ruang lingkup pekerj aan dapat dilakukan apabila

diperlukan.

(2) TPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk

melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi :

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

b. mengurangi jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau

d. melaksanakan pekerjaan tambah.

(3) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia barang/j asa menyampaikan

penawaran tertulis kepada TPK.

(4) TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia

barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih muah.

(5) Untuk nilai pbngadaan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah), dilakukan adendum./perubahan surat perjanjian yang memuat

perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati.

Bagian Kelima

Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan Barangllxa
Pasal 17

(1) Penyedia barang/jasa memberitahukan kepada TPK apabila barang/jasa

dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah

dikirim atau selesai dikerjakan dalam bentuk format sebagaimana

contoh yang tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

(2) TPK melakukan pemeriksaan, pengujian, penelitian hasil pengadaan

barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, penguj ian, penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), TPK memutuskan menerima atau menolak

hasil pengadaan barangljasa yang dituangkan pada Berita Acara Hasil

Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk format

sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran XI

Keputusan ini.

f/"9
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(4) Terhadap barungljasa yang diterima sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada TPK yang

dituangkan pada Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam

bentuk format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran

XII Keputusan ini.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH

TERIMA

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 1 8

(1) Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh

Camat dan masyarakat.

(2) Carnat membentuk Tim Pengawas yang anggotanya berasal dari unsur

Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 19

(1) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola

dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. setiap pengeluaran belanja untuk pengadaan barang/jasa harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

b. bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat

pengesahan oleh Sekretaris Desa.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan

barang/jasa mdlalui penyedia barang/jasa dengan nilai diatas Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disertai dengan Berita Acara

Pembayaran sebagaimana contoh format yang tercantum dalam

Lampiran XIII Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Serah Terima

Pasal 20

(1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan buangljasa dilaporkan oleh TPK

kepada Kepala Desa dalam bentuk format sebagaimana contoh yang

tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan ini.

(2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran

akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan

4qf
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barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima

Hasil Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk format sebagaimana

contoh yang tercantum dalam Lampiran XV Keputusan ini'

BAB IX

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 2l

Ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku

untuk pengadaan tanah di Desa.

Pasal22

(1) Bupati dapat membentuk Tim Asistensi Desa

(2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Unit Layanan Pengadaan;

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten Madiun'

(3) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) meliputi :

a. meningkatkan kaPasitas SDM; dan

b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini tetaP sah.

(2) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai

berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan

ketentuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang belum

dilaksanakan menyesuaikan Peraturan Bupati ini'

Penjelasan dan hal - hal lain terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini'

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

,et

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal24
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20 1 5 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 30 leselr'ber 2014

t
BUPATI MADIIIN }{t\
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 37 TAHTN 2014

TANGGAL 30 Desember 2014

PENJELASAN PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA

GADAAN BARANG / JASA

Barang/Jasa meliputi :

Bamng;

Fekerjaan Konstruksi;

Iasa Konsultansi; dan

Jasa Lainnya.

Barang meliputi, namun tidak terbatas pada

trahan baku;

Ltarang setengah jadi;

harang j adi/peralatan;

rn:hluk hidup.

Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi

atau pembuatan wuj ud fisik lainnya.

d.imaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian

kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,

dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu

rtimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atap sebagian

kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerj aan untuk mewujudkan selain bangunan

lain, namun tidak terbatas Pada : '
tonstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;

rkerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian, darvatau penataan lahan

(hdscaping);

Iuakitan atau instalasi komponen pabrikasi;

lEtrghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);

reboisasi.

Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:

iasa rekayasa (engineering);

jrsa perencanaan (planning), perancangan (design) dan

Fgawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;

ha perencanaan (planning), perancangan (design)'

&n pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, sePerti

resportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup,

tedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan

rdekomunikasi, Pertanian,
gindustrian, pertambangan, dan energi;

isa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan' bantuan

'-rris, konsultan manajemen, dan konsultan hukum;

Felerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli'

/ {hL
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Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada :

boga (catering service);

layanan kebersihan (cleaning service);

penyedia tenaga kerja;

asuransi, perbankan dan keuangan;

layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan

ukan;

penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan;

pencetakan dan Penj ilidan;

pemeliharaan /Perbaikan;

pembersihan, pengendalian hama (pest control), dan fumigasi;

pengepakan, pengangkutan, pengurusan' dan penyampaian barang;

penjahitan/konveksi;

impor/ekspor;

penulisan dan Penerj emahan;

Penyewaan;
penyelaman;

akomodasi;

angkutan penumPang;

pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;

penyelenggaraan acara (event organizer);

pengamanan;

layanan intemet;

pos dan telekomunikasi;

pengelolaan aset;

pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli'

KEBUTUHAN BARANG / JASA DI DESA

kebutuhan barang/jasa yang pengadaannya melalui penyedia barangljasa dalam rangka

p laksanaan Swake o la antara lain

material pada Swake ola pembangunan J embatan desa Seperti pembe lan sem9i,

beton, dan lain lain bahan bangunan yang dapat mendukung pe aksanaan s akelo la
Jenl S

pembangunan Jembatan desa.

peralatan untuk swak la penbangunan J embatan deSA Seperti Sewa Excavator untuko

podas batan, Mesln Mo en untuk membuat campuran betotr, dan a1n lain
J em

peralatan dibutuhkan dan per u disewa berd arkan pertlmbangan teknis dan
van

pekerj sehin ga perIu disewa untuk ke ancaran pelaksanaan kegiatan
aan

lmbangunan.
;m1'ediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan tempat Posyandu'

:-,:- sebagainYa.

kebutuhan barang/jasa secara langsung atau melalui penyedia barang/jasa di Desa antara

Fembelian Komputer, Printer, dan Kertas'

I-mgganan intemet.

{4
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Meja, Kursi, dan alat kantor.

Jalan, Gedung, saluran irigasi yang diborongkan.

sebagainya.

SPESIFIKASI TEKNIS BARANG / JASA

teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penJrrsunan rencana pengadaan:

mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual ) untuk kendaraan roda 2 (dua).

memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer.

(kecepatan transfer data) untuk langgaran intemet.

jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga

f BUPATI MAD
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MADILTN

NOMOR : 37 TAHtiN 2014

TANGGAL : 30 Desenbe r 2O1A

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) ya"g dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
:SA KECAMATAN KABUPATEN MADILTN

RENC ANA P AANKEGIATAN ( RPK)
Nomor

PEKERJAAN / KEGIATAN :

SWAKELOLA:
a Kegiatan (TPK) Desa. ........ Kecamatan Kabupaten Madiun

ORGANISASI:

Organisasi Pelaksana Kegiatan terdiri dari :

Desa

s Desa

Desa

Pengelola Kegiatan (IPK)

bt

J_o"*l^*:
lesm uMUM /LATAR BELAKAI\c

]--
blru.ru-el'.
r-
Irnnclumax/HASIL:

[-;;;;;; :

ln -rrvccaruN DAI\ SUMBER DAIIA :

pr onggaran sebesar RP.

EJ;::"r,
fuxult 

vrNc D.:cUNAKAN 
.

]r rnr,exsANAAI\t KEGIATAN YANG DTGUNAKAI.{ :



SEKRETARIS OESA

EENDAHARA
KETUA TPK

SEKRETARIS TPK

ANGGOTA
TPK

ANGGOTA
TPK

ANGGOTA
TPK

ANGGOTA
TPK

PENYEDIA
BARANG/JASA

TUKANG/
TENAGA

TEREMPIL

JUMLAH
(Rp.)SATUAN

HARGA
SATUAN (Rp.)URAIAN

JUMLAH

2

Jawab Telois

Tenaga Telmis

fuang/Jasa

ORGANISASI:

PEKERJAAN DALAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN / PERKIRAAN
XEGIATAN / RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BERDASARKAN

A]\GGARAN YANG TERSEDIA PADA APBDESA

4rt

XEPALA DESA

PENANGGIING
JAWAB TEKNISMASYARAKAT

VOLUME



BILA DIHITUNG DENGAN
UANG / BIAYA

JTJMLAH
HARGA (Rp.)

HARGA
SATUAN (Rp.)

ruMLAH/
VOLUMELT,AIAN

I

JUMLAHI

KETERANGAN:
SWADAYA/
PENYEDIA

JUMLAH
IIARGA

(Rp.)

HARGA
SATUAN

(Rp )
SATUANr-1,I \\ JUMLAH/

VOLI]ME

JU MLA H

KETERANGAN:
SWADAYA/
PE].TYEDIA

JUMLAH
HARGA

(Rp.)

I{ARGA
SATUAN

(Rp.)

JUMLAH/
VOLUME

SATUAN-. \1.\\
I

JUM LA H

KETERANGAN:
SWADYA/
PENYEDIA

ruMLAH
HARGA

(Rp.)

HARGA
SATUAN

(Rp.)
SATUANLRAIAN

JUMLAH

J

E\C.{.\A KEBUTUHAN TENAGA / MASYARAKAT

Rf\C.{.\A KEBUTUHAN TENAGA TERAMPIL / TUKANG

a\( {\A KEBUTUIIAN BAHAN

L\ RE\CANA KEBUTUHAN PERALATAN

SATUAN

JUMLAIV
VOLUME

=

/v//qt''



HARIANA4INGGUAN/BULANAN
IIIIURAIAN

I

HARIANA4INGGUAN/BULANAN (RP

II III dst.II LR\IAN KEBUTUHAN

4

ULE PEKERJAAN DALAM KEGIATAN :

A KE,BUTUHAN DANA:

RI\CANA KERJA (UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI)

TEKNIS
diperlukan untuk tercapainya sasqran mutu dalam pekerjaan / kegiatan harus

:.:rmonya untuk bahan/ alat / barang / tenaga terampil , dsb)

PEMBAYARAN:
keuangan kepada tenaga terampil / tukang, penyedia barang/jasa dan lain-lain,

:iru cara mekanismenya dan persyaratannya (sesuai ketentuan peraturan perundang-

rwtg berlaku termasuk Peraturan Bupati ini)

-- \l\

( tempat/tgllblr/tahun)
Mengetahui,
DESA Ketua TPK,

t'
BUPATI MADILTN u{

AROM
7
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dst.II
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Tanggal
Suraey

Sumber
Survey

JUMLAH
TOTAL

(RpJ
(?+8+9)

Pajak (Rp.)
(apabila

dipersyaratkan
sesuai

ketentuan Yang
b€rlaku)

ONGKOS
KIRIM/

PENGANI-
BILAN

(Rp.)

JUMLAH
(Rp.)
(4r6)

II{RGA
SATUAN

(Rp.)
SATUANVOLU

ME

Spesiliktsi
/ Gambrr

(bisa
diLmpirkatr
tars.trdiri)

JUMLAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MADII.]N
NOMOR : 3? TAHLTN 2014

TANGGAL : J0 Doseober 2014

( tempat/tgl,&ln/tahun)

Mengetahui,
Ketua TPK,

KEPALA DESA

t'
BUPATI MADILTN ,t

4
AROM
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lDokumenRencanaPelaksanaarrPengadaanBarang/JasayangdibuatTPK

DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAI\ BARANG/JASA
(RPPBO

,EIERJAAN / KEGIATAN: """ '

t AJIGGARAN :................. """"""
I --..-.-..-..........KECAMATAN....."" " """KABUPATENMADITIN

3

t21tl0981654



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : l7 TAHLTN 2014
TANGGAL : J0 Desonbe t 2014

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

Alamat

( tempat i tgl / bln / tahun)

Kepada
Yth.

Permintaan Penawaran Pengadaan

Barang/Jasa
di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

Kecamatan
dan

Kabupaten Madiun

yang
Desa

diangkat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

..............Kecamatan..........'....Kabupaten Madiun nomor............ ..tanggal.............

Dalam rangka mendukung pelaksanaan :

Kegiatan
Lokasi

ini kami menawarkan baran ASA SC

(ditambahkan kalimat " Bersama ini disampai kan pula gambar rencana keria pekerjaan

tersebut " apabila diperlukan)

Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan

barang/jasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama barang/jasa, volume/satuan,

spesifi{asi dan harga (uituk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatqs

ip.200.000.000,00 wajib ditambahkan knlimat "dan disertaknn pula hasil Isian

Formulir KualiJikasi sebagaimana terlampir " ).

Demikian untuk maklum dan terimakasih.

Mengetahui,
KEPALA DESA Ketua TPK,

barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat dilampirkan, termasuk

f

KeteranganVolume/
Satuan

Nama Barang/ Jasa /
Ruang Lingkup

Pekerj aan
No

atau data pendukung lainnYa.

z,

roh Surat Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat TPK untuk Penyedia

anglJasa

:tl

berikut:

Spesifikasi
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FOR^UIULIR ISIAN KUALIFIIOLSI UNTUK PEI{WDIA BARANG4ASA

yang bertanda tangan di bawah inr:

untuk dan atas nama atau sebutan nama

/ Fax

dengan sesungguhnya bahwa:

saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi/Toko/uD/Perorangan atau

sbulan nama \ain..................'.....:

saya bukan sebagai pegawai negeril

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait,

hngsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

PT/CV/Firma/Koperasi/Toko/UD/Petotanga atau sebutott nama lain yang saya wakili tidak masuk dalam

Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usalanya tidak sedang

dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus PT/CV/Firma/Koperasi/Toko/LlD/Perorangan atau sebutan nama lain

lang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

,bt -data PT/CV/Firmct/Koperasi/Toko/tlD/Perorongan atau sebutan nama lain yang saya wakili adalah

sebagai berikut:

DATA ADMINISTRASI
l. Nama

P T/ C Y/ F i r m a/ Ko p e r as i/ Toko / U D / P er orum I an

alau sebutan nama lain
2- Status Pusat atau .........Cabang

-:. Alamat Kantor Pusat
No Telepon
No Fax
Email

-1 Alamat Kantor Cabang
No Telepon
No Fax
Email

/'

P T/C V/ F ir m a/ Ko p e r as i / T oko / U D / P et or an g an

|ain.......................



JabatanNo. IdentitasNama

ProsentaseAlamatNo IdentitasNama

Tahun
Sertifikati

I.iazah

Profesi/
keahlian

Pengalaman
Kerja

(tahun)

Jabatan
dalam

peker.laan

Tingkat
Pendidikan

TgVbln/thn
lahirNama

876432

3

HIJKUMPENDIRTAN
Akta Pendirian / Anggaran Dasar

b. Tanggal :

c. Nama Notaris :

d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum :

dan IIAM (untuk Yang berbentuk PT)

Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perubahan Terakhir

a Nomor :

c. Nama Notaris :

d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum :

dan HAM (untuk Yang berbentuk PT)

S

USAHA
Nomor Surat Izin Usaha

Tanggal Surat lzin Usaha
Masa berlaku Surat lzin Usaha

Instansi pemberi Izin Usaha

Kualifikasi Usaha
Klasifikasi Usaha

LAINNYA
Nomor Surat Izin
Tanggal Surat Izin
Masa berlaku Surat Izin
Instansi pemberi Izin Usaha

Kf,UANGAN
n emilikan Saham / Susunan Pesero

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir :

Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan :

terakhir):
a) PPh Pasal 2l :

b) PPh Pasal 23 :

c) PPh Pasal 25lPasal29 :

Surat Keterangan Fiskal (sebagai :

penggan hurufb dan c)

PERSoNIL khusus untuk ke aan konstruksi/konsultansi

d

5



Lokasi
Sekamn

c

Status
Kepemilikar/

Dukungan Sewa

Kondisi
(%)

Mer
k

dan
tipe

Tahun
pembuata

n

Jumla
h

Kapasitas
atau

output
pada saat

ini

Jenis
Fasilitas/Peralata
n/ Perlengkapan

9l 86, 42

Tanggal Selesai
Pekerjaan

Berdasarkan
KontrakPemberi Tugas

BA
Serah

Terima
Nilai Kontrak

Lokasi

Nama
Alamatl
Telepon

Ringkasan
Lingkup

Pekerjaan

Sub
Bidang

Pekerjaan

Nama
Paket

Pekerjaan

l0 ll8 974 532

Progres TerakhirPemberi Tugas
Prestasi
Kerj a

%
Nilai

Kontrak
(rencana)

Yo

Nama
Ahmatl
Telepon

Bidang/Sub
Bidang

Pekerjaan
Lokasi

Nama
Paket

Pekerjaan

97

No/
Tanggal

864,

4

TA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN (khusus untuk pekerjaan konstruksi/
nsl

.{ PENGALAMAN 10 TAHIIN TERAKIIIR (khusus untuk pekeriaan konstruksi,/
nsl

PEKERJAAN YANG Sf,DANG DILAKSANAKAN (khusus untuk pekerjaan konstruksi/

KERJA
dukungan keuangan dari Bank

omor

Bank
ilai

Formulir Islan Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab Jika

hari ditemu bahwa dataldokumen yan SAya sam paikan tidak benar dan ada pemals uan, maka sava

usaha/ PT/CV/Firma/Koperas i/Toko/UD/Perorangan otau sebut,on namd latn yang sava wakil bersed la

ksi berupa sanks administratif, sanks pencantuman dalam Daftar Hitam gatan secara perdata,

pelaporan secara p dana kepada pihak berwenang ses

. ... ( tempat i tgl / bln / tahun)

ual dengan ketentuan peraturan perundan

PT/CViFirma/Koperasi

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tando tanganl

naua le wakil sah b usaha

[jabatan pada badan usaha]

t BUPATI MAD

?

4
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No/
Tanggal

6

Kontrak

l052



LAMPIRANV PERATURAN BUPATI MADITIN
NOMOR : 37 TAHUN 2014
TANGGAL 30 Desemler 2014

Surat Penawaran yang dibuat Penyedia Barang/Jasa

KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA

( tempat / tgl i bln / tahun)

Kepada
Yth. Ketua TPK Desa

Penawaran P Barans/Jasa Kecamatan
di-

.Kabupaten Madiun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain Perusahan/ CV /

TOKO/UD
Alamat

Berdasarkan Surat Ketua TPK Desa.......... Kecamatan ......... Kabupaten Madiun
Nomor ......... Tanggal Perihal Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, maka

ini kami menawarkan bar ASA SE

Demikian untuk maklum dan terimakasih.
Penyedia Barang i Jasa,

uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat dilampirkan, termasuk

atau data pendukung lainnya.

I BUPATI MADIUN,

Jumlah
Harga

Ket.Spesifikasi
Harga
Satuan

Nama Barang/ Jasa /
Ruang Lingkup

Pekeriaan

Volume/
Satuan

No

Jumlah

I OM

. :11

berikut :

Terbilang : ........................
(untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 wajib
ditambahkan kalimat "Bersama ini kami sertakan pula hasil Isian Formulir KualiJikasi
sebagaimana terlampir " ).

(

i
=

=



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MADIL]N
NOMOR : 37 TAHLTN 2014

TANGGAL ' 30 D€s6mb6r 2414

Surat Undangan Negosiasi yang dibuat TPK untuk Penyedia Barang/Jasa

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATENMADIUN

Alamat

( tempat / tgl / bln / tahun)

Kepada
Yth.

Undansan Negosiasi
di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan : Ketua Tim

Kecamatan
Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

yartg diangkat dan ditetapkan denga r

Kabupaten
Surat

Madiun
Keputusan KePala

Desa..............Keciunatan...........'.. Kabupaten Madiun nomor.................tanggal

berkaitan dengan surat penawaran pengadaan barang/jasa Saudara Nomor.....'....'....

tanggal..........-., bersama ini kami sampaikan hal -hal sebagai berikut :

1. 
-ieteiah 

menerima dan mempelajari isi surat penawaran Saudara pada prinsipnya

kami tidak berkeberatan, tetipi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan

kami perlu melakukan negosiasi terhadap penawaran Saudara tersebut;

2. untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara Negosiasi / Tawar Menawar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan

Mengetahui,

terima kasih.

Ketua TPK,KEPALA DESA

t'
BUPATI MAD

%^

4
M

-r.l



Harga
Negosiasi

Rp.
Ket.Spesifikasi

Harga
Penawaran

Rp

\ama Barang/ Jasa /
Ruang Lingkup

Pekerjaan

Diterima/Tidak
Diterima

( Berdasarkan
pertimbangan

spesifikasi
dan/atal
harga )

Memenuhi /
'tidak

memenuhi
persyaratan

LAMPIRAN VII PERATTIRAN BUPATI MADILIN
NoMoR i 37 TAHLIN20I4
TANGGAL . 30 Desenbor 2014

Berita Acara Negosiasi atau Tawar Menawar yang dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MADILIN

Alamat

BERITAACARANEGOSIASI / TAWAR MENAWAR

Hari ini TanggaI............ BuIan................ Tahun.............. dimulai pada

..........denganmengambiltempatdi......... yang bertanda tangan di bawah ini :

1

2
J

4
5

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .................
Kecamatan Kabupaten Madiun

diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

.........Kecamatan...........,..Kabupaten Madiun nomor.................tanggal........ "..".'.. '...........'

negosiasi/tawar menawar dengan

Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain Perusahan/ CV / TOKO / UD

: arawaran pekerjaan yang diajukan oleh '.............. ( contoh

CV / TOKO / UD ) dengan Hasil Negosiasi / Tawar Menawar sebagai berikut:
Nama

,,1, 
4 f

EM

Volume/
Satuan
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Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

( tempat/tgl/bk/tahun)

Tim Kesiatan (TPK ) :

Nama Jabatan
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Arggota

Tandatangan

Setu u Pen edia J

Nama Penyedia
(contoh Nama Perusahan/ CV / TOKO / UD)

Tandatangan dan cap

t BUPATI MADILIN. \Ylt

OM

4



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MADITIN
NOMOR :37 TAHTIN2O14
TANGGAL . l0 Desenbe! 2a14

Surat Persetujuan Penawaran yang dibuat TPK untuk Penyedia Barang/Jasa

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN KABUPATEN MADILIN

Alamat

( tempat / tgl / bln / tahun)

di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

Kecamatan Kabupaten Madiun
yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Desa..............Kecamatan..............Kabupaten Madiun tomor.................tanggal

Kepala

berdasarkan surat penawaran pengadaan barang/jasa Saudara Nomor.......
tanggal............. dan Berita Acara Negosiasi / Tawar Menawar Nomor..................
tanggal.............. kami menyetujui dan menerima penawaran saudara dengan
harga yang telah disepakati sebesar Rp............. ...... . ( .. . . ...)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara pada

Penandatanganan Surat Perj anj ian
Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kehadirarmya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
KEPALA DESA...,... Ketua TPK,

t'
BUPATI MAD

f,.r

?
AROM

DESA.

EA 1 (satu) berkas
Persetujuan Penawaran Harga ,

Kepada
Yth.

Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Acara

A



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR :3i TAHUN2014
TANGGAL ' 30 lesember 2O1l

Surat Perjanjian antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MADILIN

PERJANJIAN

llu............ tanggal.......... bulan...... tahun......... bertempat di..'........, kami yang bertanda

:::arvah ini :

'.:ma :

-::3tan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
Madiun.Kecam atan.........

diangkat
'... KabuPaten

yang
Desa

dan ditetapkan dengal Surat

Kecamatan........ KabuPaten

tanggaI...............

Keputusan KePala

Madiun nomor

:-.rmat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

\ama :

Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain Perusahan/ CV /

TOKO / UD
:- .lmat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

selaniutnyaPIHAKPERTAMAdanPIHAKKEDUAselarrjutnyadisebutPARAPIHAK.

PARAPIHAKtelahsepakatdansetujuuntukmengadakanperjanjian'denganketentuansebagai

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAI\

Iingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

adalah sebesar
pekerjaan Yang disePakati untuk penyelesaian pekerj aan dalam perJanJlan lnl

( ) termasuk pajak dan bea materai

Pasal 3
DOKUMENTERKAIT

-dokumen berikut merupakan .u*+".ut* dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanj ian

Penawar an P ngadaan Bar arglJAS dari TPK beserta lampi rannya;

Penawaran Pengadaan Barang/Jasa

Negosiasi / Tawar Menawar;
dari J

4f

Acara Negosiasi / Tawar Menawar;

Penyedi B alangl asa, beserla amplrannya;

Nomor:
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Surat Persetujuan Penawaran Harga
Syarat Umum Perjanjian

Pasal 3
TIAKDAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
e mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
b meminta laporanJaporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

PIHAKKEDUA;
c memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

d membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan

kepada PIHAK KEDUA;
PIIIAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

a menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan

dalam Perjanjian;
b meminta iasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanj ian;

c melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
d melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang

telah ditetapkan dalam Perjanj ianl
e melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab

dengan menyediakan tenaga keda, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan

segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukar. untuk pelaksanaan, penyelesaian

dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian;

f memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang

dilakukan PIHAK PERTAMA;
g menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian;
h mengambil langkahJangkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat keda dan

-"mbut^i perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK
KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ) hari kalender mulai tanggal

sampai dengan tanggal............ sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada

Pasal 5
KEADAANKAHAR

yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang te{adi di luar kemampuan PARA

PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

apabila ierj adi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK

terbebas dari kewaj iban yang harus dilaksanakan.

Yang digolongkan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
bencana alam;
bencana non alam;
bencana sosial;
pemogokan;
kebakaran; dan/atau
gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan

dan menteri teknis terkait.

(

a
b.

c.
d.

e.

f.

?l
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pada saat terjadinya Keadaan Kahar, perjaniian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar

berakhir dengan ketentuan, prrrer ^rrouA 
berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan

p."rt"riu,u" ["-ajuan pelaksanaan nekerjryl11nq tglah dicapai'

Jika selama masa Keadaan fatrar piUe( PERTAMA memeiintahkan secara teltulis kepada PIHAK

KEDUA untuk menerusk*;;k;d; sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk

;;;;" p"-bayuran ,"bagui.*a ditentukan dalam perjanjian dan mendapat penggantian biaya

yang wajar sesuai dengan y*; i;i"h iik"lrrurkun untuk teferja dalam situasi demikian' Penggantian

liuy'u ini t -u, diatur dalam suatu adendum perjanjian'

Pasal 6
SANKSI

,IHAK KEDUA akan diberi sanksi apabila mensubkan pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari

PIIIAKPERTAMA
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat

;;;;;,"ri;r, cidera janji [tr'"J'p kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini'

pIHAK pERTAMA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan

PIHAK KEDUA. pembayaran Denda tidak m-engurangi tanggung jawab_perjanjian PIHAK KEDUA'

i"r"-y" a*a" yang dikenakan f."p"a" pfffafiKEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerj aan

untuk setiap hari keterlambatan adalah:

. 
-iirooo 

t."t" perseribu) d; ;il harga bagian perjanjian yang belum dikerjakan, apabila bagian

pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berdmgsi; atau

u i/irio'o rrr:t, ierseribu) d;il;;; kontrak, apa-bila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

belum berfungsi.

KETE
Pasal 7

NTUAN PENUTUP

dibuat rangkap 2 (dua) maslng -masmg bermeteral ukup dan mempunyal kekuatan hukum
lan 1m

b laku
untuk dipertanggungl awabkan Sual peraturan perundang undangan yang er

sama

PIHAKKEDUA PIHAKPERTAMA

Mengetahui,
KEPALADESA

4l
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LINGKI]P PEIGRJAAN
pnr,tri rsoua yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan a"lq t".lqg. waktu yang

aitentukar,, ."ruui d"r[un volume, spesifikisi teknis dan harga yang tercantum dalam PERIANJIAN'

HUKUM YANG BERLAKU
i"-uu*rr*, int".pretasi, dan pelaksanaan PERIANJIAN ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia'

ITIKAD BAIK
aParapihakbertindakberdasarkanasassalingpercayayangdisesuaikandenganhak-hakyangterdapat

t 
t:'r:iirt#Sj|ltrr 

,"tut .*akan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-

masing pihak.

c Apabil-a selama pelaksanaan PERJANJIAN, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan

yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut'

PIHAK KEDUA MANDIRI
imax rroua berdasarkan PERIANJIAN ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan

lang dilakukan.
HARGAPERJANJIAN
a PIIIAK PERTAMA membayar kepada PIIIAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan dalam PERJANJIAN

sebesar harga PER ANJTAN.

b Harga PERJANJIAN telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya

asuransi.

c Rincian harga PERJANJIAN sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

(untuk kontr:ak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)'

E{KKEPEMILIKAN
a PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan

b sehubungan dengan jasa yang dibe;ikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta

oleh pIIIAK pERTAMA ma['a PIHAK KEbUA berkewaj iban untuk membantu secara optimal pengalihan

haf kepemillt<an tersebut kepada PITIAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku-

c Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada

pIHAK pERTAMA, Oun .".uu peralatan i".r"but 
-hut.i. 

dikembalikan kepada PISAK PFRTAMA pada

saat PERIANJIAN berakhir atau lika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. _Semua 
peralatan

tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yung tulnu pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA

dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar'

cAcAT MUTU 
IHAK KEDUA dan memberitahukan PIHAKa PIIIAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan P

KEDUA secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan

PIHAK KEDUA untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, sefta menguji pekerjaan yang

dianggap oleh PITIAK PERTAMA mengandung cacat mutu'

b PIHAK KEDUA bertanggung jawab utu. 
"u"ut 

mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil

pekerjaan.

PERPAJAKAN
pnfai fSOUe berkewajiban untuk membayar semua pajak, beq retribusi, dan pungutan lain yang

aiu"uunt u, oleh hukum yung u".tu[o atas pql;ksanaan PETRJANJIAN. Semua pengeluaran perpajakan ini

dianggap telah termasuk dalam harga PEzuANJIAN'

PENGALIIIAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
a PITIAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh

SYARAT UMUM PERJANJIAII

pekerjaan.

t ir"rgutit - seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIIIAK KEDUA' baik

sebigai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya

JADWAL
a pERIANJIAN ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang

ditetapkan dalam PERJANJIAN'

b waktu pelaksanaan PERJANJIAN adalah sejak tanggal mulai kerja yang t€rcantum dalam PERJANJIAN'

c PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan'

fi
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ld epabira pr gaK KEDUA berpendapat tidak dapat m€nyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, karena keadaan

l- ;iil ;rtndutiun ryu aun' purer KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK

I pi.tin'rr,re. ,,ur." prirer psRrAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIIIAK

I xf,oue dengan adendum PERJANJIAN'

JfHr:',.rDUA wa.iib menyediakan asupnsi sejak PERIANJIAN sampai dengan tanggal selesainva

I pemeliharaan untuk:

I i; ;;; i-ung d* peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya._kecelakaan, pelaksanaan

I " ;J;;;;;;"6i;;iu[ p-"r't'-'u-- pekeriaan' aiai segala risiko terhadap kecelakaan'

I l.,u*'t an, kehilangan' ierta risiko lain yang tidak dapat didugal

I Z) pit'ut t 
"tiga 

sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

l, 3".n1'll*mJ:*f1fi:;,fff&f5lffp"nu*u.u,,d-termasukdaramhargapERJANJrAN.

lnHffH8fl3*ily.ill1ntuk merindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK

I' il*?"ffi;;;;i;.;;ilyu t"rrruaup semua f,entuk tuntutan, tangsung jawab, kewajiban, kehilangan'

I ffi;;;ri".'*-"* "*, tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan

l:'#ln*i't*tli.if ^*,*m*'qmmff iffi f i}',:ffi J,t*",,,ff l;;r'.*H1*J',1xi:l
I ffi;"i;;;;;ililt*"c-r"jJ1""gga Mutai Kerja sampai dengan tansgat penandatanganan berita

I ft*X;;|"i#lX;.*- reratatan dan harta benda PIHAK KEDUA' dan Personil;

f 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personill

I ;( ;;ti;;;;;u,, t 
"-rutu, 

t *tu benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

It i*'niir"- :;;k 
-i;;t;i 

Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan-berita acara penverahan

I- #ru;rilr[JEfiir"r,g* ""u 
i."-rut * uaslt eetefiaan'ini, Bahan dan.Perlengkapan merupakan

I ::il;#K"d;I;, 
^f"""uii 

t"-giu, atau kerusakin tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau

I Kelalaian PIHAK PERTAMA.

l. ;;;;;d"n asuransi yang dimiliki oleh pIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan

l'**4#-*'#iH{*f#,i*l}lhlTf#}#iksf ffi *ry$#:J'if}jffi

lrnnmr,m.c*AAN LINGKIJNGAN
Iffir""*,ffiua- L-r**":1i""-',irtuk ."rgurbil langkahJangkah vang ."Tud:i untuk melindungi

lffil"#o'"ti'ir i"i".'"i".pr" Ii-r# l"*i" kerja dair membatasi sangguan tingkungan terhadap pihak

Iffiffi,ffiffitrffi il*:d#s*'*su,r-;-r*
I Aarcanakan oleh PIHAK KEDUA'
I
IT'f,I\IGUJIAN
rE;'ffi^K PERTAMA arau pengawas pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan

I;#rt;rrir*"v-g-ra"t t?."rrtu. dalam Spesifikasi reknis dan Gambar, dan hasil uji coba

! munjukkan adanya cacat uri, -"t PIHAK KEDUI berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian

I usebut. Jika tidak oit"-rru" 
- 

uj^nvu Cacat Mutu maka uji c6ba tersebut dianggap sebagai Peristiwa

lF,m#,t**x*tmi*:T",ffi ?T#r"r,ff vfixi?I#Hffiri:tr":i'#,*m
I dituanefan dalam iaporan kemajuan hasil pekerjaan'

l'Xgl*:_-'+n*;i5ru:-**,**"nffi 
i"iiif ::;il:'ffil*?":fl*'"fl :ffi #'[1;

{?
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Laporan harian berisi:
1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnyal

3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

5) 
-t"udaan 

cuaca termasuk hujan, banj ir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap

kelancaran pekerjaan; dan

6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Laporan harian dibuat oleh PIIIAK KEDUA, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultal dan disetujui

oleh wakil PIIIAK PERTAMA.
Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam

peiiode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam

periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PIIIAK PERTAMA membuat foto-foto dokumentasi

pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

PENYELESAIAN PEKERJAAN
Kecuali pERJANJIAN diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan

pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta

,"ny!l"ruiku, petJ{aan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam

PERJANJIAN.
Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa

forp"nru.i atau karena kesalahan utu, k"luluiun PIIIAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan

denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK

PERTAMA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika

Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

fanllal fenyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

BARANG/JASA
PERTAMA berhak memeriksa baranctj asa SEte lah serah terima barangiASa atau tIleno ak penerlmaan

yang t dak memenuhi Spe Sifikas dalam PERIANJIAN ln Pem bayaran atas barang bukan merupakan

penerimaan barang tersebut.
TERIMAPf,KERJAAN

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus lrerseratus), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara

tertulis kepada PIIIAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PII{AK PERTAMA menugaskan Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan-
pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

otet pfHaf KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PITIAK

KEDUA waj ib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA'

Ptr{AK PERTAMA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e.pabila piHr belum menerima hasil pekerjaan, PIIIAK PERTAMA memerintahkan PII{AK KEDUA

untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN'

pembayaran dilakukan sebesar 95oz (sembilan puluh lima perseratus) dari harga PERIANJIAN,

sedangian yatg syo (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran

dilakrikan iebeiar 100% (ieratus perseratui) dari harga PERJANJIAN dan PIFIAK KEDUA harus

menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5olo (lima perseratus) dari harga PERJANJIAN.
plHlK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap

seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

Setelah masa pon"iihuru* berakhir, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara terhrlis kepada

PIIIAK PERTAMA untuk penyerahan akhir pekerjaan.

PIHAK PERTAMA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan semua

kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PIIIAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran

sisa harga PERJANJIAN yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

4f
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Apabila pIIIAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka
pfHerc pp,nfAfrlA berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau

mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
ANPEMELIHARAAN

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%

(seratus perseratus).
pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa

pemiliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN.

Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan

(PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

PERJANJIAN
PERJANJIAN hanya dapat diubah melalui hdendum PERJANJIAN.

Perubahan PERJANJIAN bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam

PERJANJIAN sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam PERIANJIAN;

2) perubahanjadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga PERIANJIAN akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan

pekerj aan.

Untuk kepentingan perubahan PERIANJIAN, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan

Kontrak atas usul PIHAK PERTAMA.
AKOMPENSASI

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:

1) PIIIAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada PIIIAK KEDUA;
3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal

yang dibutuhkan;
4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PIIIAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PII{AK KEDUA untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan

kerusakan/kegagalan/penyimpan gan;

6) PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk penundaan pelaksanaan

pekerjaan;

7) PIIIAK PERTAMA memerintahkan kepada pihak PIIIAK KEDUA untuk mengatasi kondisi tertentu

yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;

8) ketentuan lain dalam PERJANJIAN.
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian

pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan

perpanj angan waktu penyelesaian pekerjaan.

barrti *gi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh pHek ffOUA kepada PIIIAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat

Peristiwa Kompensasi.
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan

p".irit -g* kompeniasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dapat

dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika

PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi

dampak Peristiwa Kompensasi.
AI{JANGANWAKTU

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian

.aka PIHAK KEDUA birhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data

penunjang. PITIAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Pejabat Peneliti

iletaksanin Kontrak memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan

Tanggal penyelesaian harus aiUlutun -etalui adendu- PERJANJIAN jika perpanjangan tersebut

mengubah Masa PERIANJIAN.
PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian

terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

f4
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GHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN
Penghentian PERIANJIAN dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Dalam hal PERIANJIAN dihentikan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA
sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini
harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIIIAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak

milik PIHAK PERTAMA;
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil.

Pemutusan PERIANJIAN dapat dilakukan oleh pihak PII{AK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan PERIANJIAN
melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) PIIIAK KEDUA tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini

tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;

, PIHAK KEDUA selama Masa PERJANJIAN gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIIIAK KEDUA sudah melampaui 5olo

(lima perseratus) dari harga PERIANJIAN dan PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA
tidak akan sanggup menyetesaikan sisa'pekerjaan:

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIIIAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang

disepakati sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN;

9) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan

yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dar/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dar/atau pelanggaran persaingan sehat

dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena kesalahan PIIIAK KEDUA:
1) PIHAK KEDUA membayar denda; d,anlatat
2) PII{AK KEDUA dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan

prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka

PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundarg-undangan.

YARAN
pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIIIAK PERTAMA, dengan

ketentuan:

1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termirVpembayaran secara sekaligus];

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan

peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 1000% (seratus perseratus) dan Berita Acara

penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran

dari PIIIAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda

pembayaran. PITIAK PERTAMA dapat meminta PIIIAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan

prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

A
KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi

cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini. PIHAK

4{'
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TERTAMA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA'

iGUuy-un O"n"aa tidak mengurangl tanggung jawab kontraktual PIIIAK KEDUA'

I'fNYELESAIAN PERSELISIIIAN
aIIAK PERTAM.I aan pl}rati*r"eDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan

-cara damai semua perselisihi-l*g ii-Urf dalri atau ..berhubungan 
dengan PERIANJIAN ini atau

=;;;;;" 
..lrru 'u,uu *,"r"r, i.i"?."rr"n pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

.svawarah maka perselisihan at un'Jiret.rait un melaiui mediasi. konsiliasi' arbitrase' atau pengadilan negeri

-Iam wilayah hukum Republik Indonesia'

IARANGAN PEMBERIAN KOMISI
IIIIAK KEDUA menjamin urrri" i["r. satu pun personil satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan

i-"ri-" t",,,i.l dalain bentuk upup"n (grutinlusij atau keuntungan. tidak sah,lainnya baik-langsung maupun

-hk langsung dari PERIANJIAN iri. pftar KEDUA menyetufui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan

rU"ggui* V*g mendasar terhadap PERJANJIAN ini'

PIHAKKEDUA PIHAKPERTAMA

BUPATI ?o"1t

?

t



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI MADILTN
NOMOR : )7 TAHTN 2014
TANGGAL : J0 Dessnber 2014

Surat Pemberitahuan Pengadaan Barangrasa selesai yang dibuat Penyedia Barang/Jasa

KOP SURAT PENYEDIA BARANG/JASA

( tempat / tgl / bln / tahun)

Kepada
Yth. Ketua TPK Desa

Pemberitahuan Pengadaan
Barane/Jasa Selesai

Kecamatan Kabupaten Madiun

di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor.... '...... '.'.....Tanggal.......... '..............tentang
pekerjaan pengadaan.

Madiun, bersama ini
....di Desa.......... Kecamatan . "...... Kabupaten

kami laporkan bahwa pekerjaan pengadaan tersebut telah selesai

pada tanggal.......................dan untuk selanjutnya mohon dapatnya diperiksa / diteliti.

Demikian untuk maklum dan t<irimakasih.

Penyedia Barang / Jasa,

t'
BUPATI MAD )nY

?
AROM

r ,111



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI MADILIN
NOMOR :37 TAHUN2014
TANGGAL : 30 Des€nber 2014

DESA KECAMATAN KABUPATEN MADILIN
Alamat

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Had ini........ Tanggal............ Bulan................ Tahun.............. dimulai pada pukul.......-....dengar
............, yang bertanda tangan di bawah ini :tempat di.

I
2
3

4
5

6 .dst

diangkat dan ditetapkar dengan Suat Keputusan Kepala Desa..............Kecamatan..............Kabupaten Madiun
. .... . ......tanggal.

Surat Perjanjian Nomor..................... tanggal........ tel.til melaksanakan pemeriksaan/ penelitian /
terhadap barang tasa yang diserahkan oleh

Direktur/Pimpinarl/atau sebutan dengan nama lain Perusahar/ CV / TOKO / UD

hasil barang /jasa yang telah diserahkan atau telah selesai tersebut dapat DITERIMA / DITOLAK.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

( tempat / tgl / bln / tahun)

Tim Pelaksana Kesialan (TPK ) :

Jabatan
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota

dst
Penvedia Barang/Jasa

Nama Penyedia :............................
(contoh Nama Perusahar/ CV / TOKO / UD)

Tandatangan dan cap

................Jabatan.

t'
BI]PATI MAD ?,,"

6
OM

roh Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN

: Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
Kecamatan ........ Kabupaten Madiun

Nama Tandatangan

/il"f



LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 37 TAHUN 2014

TANGGAL . 30 Desonber 2014

Berita Acara Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

Alamat

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PENGADAAN BARAN G/JASA

hari ini............ tanggal'......'. bulan........... tahun......... bertempat di.'..'.'...., kami yang bertanda

dibawah ini :

\ama
Jabatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

Kecamatan Kabupaten Madiun.

yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat
Kabupaten

Keputusan KePala
Madiun nomor

.{lamat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama
Jabatan

TOKO /UD
Aiamat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa untuk

pekerjaan temebut
kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA telah

dengan hasil baik dan sesuai Surat Perjanjian Nomor""""""""""

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'

PIHAKKEDUA PIHAKPERTAMA

f BUPATI MAD
I

y(, .{

{

4
OM

En

Em

V

: Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain Perusahan/ Cy I



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI MADILN{
NOMOR | 17 TAHLIN 2014

TANGGAL ; 30 Desembar 2014

Berita Acara Pembayaran yang dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MADILTN

tanggal.......... bulan........... tahun......... bertempat di..........., kami yang bertanda

: I lI&11 : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
MadiunKecamatan . Kabupaten

yang
Desa.

diangkat dan ditetaPkan dengan Surat
Kabupaten

Keputusan
Madiun

Kepala

.Kecamatan....... nomor

.:lll3t
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

":ma 
:

..:atan :

l-:.'nat :

Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain Perusahan/ CV / TOKO / UD

:::aiutnya disebut PIHAK KEDUA
P N tanggal PIHAK PERTAMA

Surat erJ anJ lan omor
pengadaan barang/j

melakukan pembaY kepada PIHAK KEDUA untuk asa
aran

SEbesar Rp (terb lattg
untuk

PIHAK KEDUA te1ah meneflma pembayaran dari PIHAK PERTAMA
utnya

sebe Rpbarang/j asa pekerJ aan sar

Berita Acara dibuat rangkap 2 (dua) masmg maslng bermetera1 cukup dan mempunyal
lnl

und
hukum sama untuk dipertanggun awabkan Sesuar peraturan perundang angan vang

yang

PIHAKKEDUA PIHAK PERTAMA

Mengetahui,

SEKRETARIS DESA KEPALADESA

BUPATI MADITIN, .l't
+ ,, a

4
M

I

BERITA ACARA PEMBAYARAN

' .- ini...,........

-' - ::riah ini :

/il



LAMPIRANXIV PERATURAN BUPATI MADILTN
NOMOR : 37 TAHUN 2014

TANGGAL ; 3O Desenber 2014

Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat TPK untuk Kepala Desa

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MADITIN

Alamat

( tempat / tgl / bln / tahun)

1 (satu) berkas
Laporan Pelaksanaan Pengadaan

Kepada
Yth. Kepala Desa....................-'..

Kecamatan........
Kabupaten MadiunBarangllasa

di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan : Ketua Tim

Kecamatan
Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

yang diangkat dan

Desa..............Kecamatan..

ditetapkan dengan
Kabupaten

Surat
Madiun
Keputusan Kepala

...........Kabupaten Madiun nomor .................tanggal..........'....

bersama ini kami laporkan bahwa kegiatan pelaksanaan pengadaan- barang/jasa untuk

pekerjaan.......... telah selesai dilaksanakan pada tanggal" """"" ""' -

iaupun aon -.n pelaksanaan kegiatan tersebut kami sampaikan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih'

Ketua TPK,

f BUPATI MAD v ,It
(t

OM
4,



LAMPIRAN XV

TANGGAL . 30 Deserober 2014

Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat TPK

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MADILTN

tanggal........ bulan........... tahun....... bertempat di.......'..., kami yang bertanda

:ma
Kabupaten MadiunKepala Desa Kecamatan.

utnya disebut PIHAK PERTAMA

Ketua Tim
Kecamatan

Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
Kabupaten Madiun

yang diangkat dan ditetapkan dengan

Desa..................'..Kecamatan.....
...tanggal...'...............

Surat
Kabupaten

Keputusan KePala
Madiun nomor

utnya disebut PIHAK KEDUA

LIDUA telah menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa ,untuk 
pekerjaan'

PERTAMA dengan keadaan baik, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA telah menerima

tersebut dari PIHAK KEDUA'

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'

PIHAKKEDUA PIHAKPERTAMA
Ketua TPK KePala Desa""

f BUPATI MAD (1
1

I M

PERATURAN BUPATI MADILIN
NOMOR :3? TAHLIN2014

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

:--. ini............
:-::$-ah ini :

r l.ll a

,A
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